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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan 

“Peran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Paroki Sebagai Usaha Dalam 

Membangun Gereja Yang Mandiri Di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit 

Berdasarkan KHK Tentang Pengelolaan Harta Benda Dan Implikasinya Bagi 

Karya Pastoral Paroki, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan paroki 

memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan 

pertumbuhan Gereja atau paroki. Akuntabilitas keuangan paroki memegang 

peranan penting dalam membangun Gereja atau paroki yang mandiri. Keuangan 

paroki, yang berasal dari beragam sumber seperti kolekte, amplop persembahan, 

sumbangan, dan berbagai usaha lain yang sesuai dengan peraturan Gereja, harus 

dikelola dengan transparansi dan integritas. Kunci sukses dari pertumbuhan 

Gereja yang berkelanjutan terletak pada pengelolaan keuangan yang baik dan 

bertanggung jawab. Pengelolaan harta benda dan keuangan paroki harus 

dilakukan secara transparan dan kredibel, karena hal ini merupakan bagian 

penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Paroki, sebagai 

badan hukum publik, memiliki kewajiban dan hak untuk mengelola keuangan 

yang dimilikinya. Keuangan paroki merupakan hasil dari jerih payah umat 

beriman dan merupakan milik paroki, bukan milik pastor paroki. Oleh karena 

itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan 

akuntabilitas. 

Dalam mewujudkan Gereja atau paroki ke arah kemandirian tidak 

terlepas dari prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari Kitab Hukum 

Kanonik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Hukum Kanonik 

memberikan kerangka kerja yang jelas dan tegas tentang bagaimana harta benda 

Gereja atau paroki seharusnya dikelola. Akuntabilitas yang kuat dalam 

pengelolaan keuangan paroki memainkan peran kunci dalam membangun 

kepercayaan dan dukungan umat, serta memastikan bahwa dana yang tersedia 

digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pelaporan 

keuangan menjadi kuncinya, karena hal ini memungkinkan umat untuk 
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memahami bagaimana dana paroki digunakan untuk mendukung berbagai aspek 

kehidupan Gereja atau paroki, visi dan misi paroki, termasuk karya pastoral 

paroki. Selain itu, pengelolaan keuangan yang akuntabel juga berdampak 

langsung pada karya pastoral paroki, karena dana yang dikelola dengan baik 

akan mendukung kelancaran kegiatan pelayanan dan pembangungan Gereja atau 

paroki. Dengan demikian, pemahaman yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan paroki, sesuai dengan Kitab Hukum 

Kanonik, merupakan komponen krusial dalam upaya membangun Gereja atau 

paroki yang mandiri dan berkelanjutan, serta memperkuat karya pastoral. Secara 

keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki memiliki peran yang 

sangat penting dalam membangun Gereja yang mandiri dan berkelanjutan. 

4.2 Usul Saran 

4.2.1 Untuk Pastor Paroki 

Pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan paroki yang 

transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip Kitab Hukum Kanonik 

tentang pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja. Hal ini meliputi 

pencatatan dan pelaporan keuangan secara berkala serta keterbukaan informasi 

kepada umat, Keuskupan, dan donatur. 

Kedua, melibatkan umat sebagai bagian dari proses pengelolaan 

keuangan paroki, misalnya dengan membentuk komite dewan keuangan paroki 

yang terdiri atas anggota umat sendiri yang memiliki kompetensi di bidang 

keuangan. 

Ketiga, mengadakan pelatihan untuk umat, terutama mereka yang terlibat 

dalam pengelolaan keuangan paroki, mengenai prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik dan hukum kanonik. 

Keempat, membuat laporan keuangan secara rutin dan trasnparan kepada 

umat, Keuskupan, dan donatur, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas 

bagaimana dana paroki digunakan untuk membangun Gereja atau paroki yang 

mandiri dan mendukung karya pastoral. 

Kelima, memastikan bahwa setiap kegiatan atau proyek yang 

menggunakan dana paroki dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai 
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dengan aturan yang berlaku, baik secara hukum kanonik maupun hukum sipil 

atau negara. 

Keenam, pastor paroki bertanggungjawab untuk menyadarkan umat 

tentang kemandirian paroki supaya mereka rela memberikan dana bagi 

kelangsungan hidup parokinya. Langkah praktis dalam memperoleh dana dari 

umat haruslah dengan mempertimbangkan kesanggupan umat dan 

pengelolaannya harus terbuka.  

4.2.2 Untuk Dewan Keuangan Paroki (DKP) 

Pertama, memastikan bahwa DKP mendalami prinsip-prinsip Kitab 

Hukum Kanonik tentang pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja yang 

meliputi aspek-aspek seperti pencatatan, pengawasan, dan pemanfaatan harta 

benda paroki. 

Kedua, mendorong kerja sama antara umat dan DKP dalam mengawasi 

penggunaan dana paroki agar transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa 

kebutuhan karya pastoral paroki terpenuhi dengan baik. 

Ketiga, menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang pengelolaan 

keuangan paroki yang mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Kanonik bagi 

anggota DKP dan staf paroki yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

keuangan. 

Keempat, membentuk tim pengawasan keuangan independen yang terdiri 

dari anggota umat yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang keuangan 

untuk mengawasi pengelolaan dan paroki secara berkala. 

Kelima, menyusun laporan keuangan paroki secara berkala dan merinci 

penggunaan dana untuk kegiatan karya pastoral, pembangunan gereja, dan 

pemeliharaan fasilitas gereja agar dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparan kepada umat. 

4.2.3 Untuk Seksi Keuangan atau Bendahara Paroki 

Pertama, memastikan bahwa semua kegiatan keuangan paroki 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kanonik dan pedoman yang 

ditetapkan oleh pihak Gereja setempat dalam hal ini Keuskupan setempat. Hal 

ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan, pembuatan laporan 

keuangan berkala, serta prosedur verifikasi yang akurat. 
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Kedua, mengadakan pertemuan rutin dengan DKP untuk menggali 

masukan dan memperbarui kebijakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum kanonik dan kebutuhan karya pastoral paroki. 

Ketiga, melakukan pelatihan dan pembekalan mengenai prinsip-prinsip 

hukum kanonik dalam pengelolaan harta benda paroki, sehingga dapat 

memahami implikasi dan tanggungjawabnya secara lebih baik. 

Keempat, menjaga tranparansi dalam menginformasikan kepada umat 

mengenai penggunaan dana paroki melalui publikasi laporan keuangan yang 

jelas dan mudah dipahami. 

Kelima, membentuk tim audit internal yang independen, yang bertugas 

untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsipi-prinsip pengelolaan keuangan 

yang diatur dalam hukum kanonik serta memberikan rekomendasi perbaikan jika 

diperlukan. 

Keenam, menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan dan 

dipercayakan oleh pastor paroki, dewan keuangan, donatur dan juga umat 

dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel serta tetap 

memperhatikan norma-norma atau pedoman pengelolaan keuangan yang ada. 

Ketujuh, mempertahankan sikap yang jujur dan terbuka sebagai bentuk 

dari tindakan akuntabilitas kepada umat.   

4.2.4 Untuk Umat Paroki 

Pertama, umat dapat dengan aktif menanyakan informasi terkait laporan 

keuangan supaya jika suatu ketika bendahara atau dewan keuangan paroki tidak 

menyampaikan informasi mengenai laporan keuangan tersebut, maka tidak akan 

terjadi pertanyaan dan kesalahpahaman di hati umat, sehingga loyalitas akan 

tumbuh dalam hati umat dalam berpartisipasi untuk meningkatkan keuangan dan 

program paroki. 

Kedua, umat dibekali dengan pentingnya peranan akuntabilitas keuangan 

paroki dan transparansi keuangan paroki agar umat mendapat sekurang-

kurangnya pencerahan dan pemahaman terkait peranan akuntabilitas dan 

transparansi keuangan. 
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Ketiga, umat perlu memiliki kesadaran akan partisipasi dalam 

membangun Gereja yang mandiri dengan cara menyumbang dan juga bekerja 

sama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum kanonik dan akuntabilitas 

keuangan paroki. 
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